
1. Bedri;fsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 
1938 Nomor 86); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 
tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2210); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The 
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menjaga mutu dan meningkatkan 
daya saing, citra produk Indonesia serta kepastian 
usaha bagi Produsen Karet Alam Spesifikasi Teknis 
Indonesia (SIR), perlu dilakukan penataan kembali 
peraturan yang ada; 

b. bahwa peraturan-peraturan tentang Karet Alam 
Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang ada saat ini 
dalam perkembangannya tidak sesuai lagi sehingga 
perlu dicabut dan diatur kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan; 

Menimbang 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIKINDONESIA 
NOMOR : 10/M-DAG/PER/4/2008 

TENT ANG 
KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS INDONESIA (SIR) 

YANG DIPERDAGANGKAN KE LUAR NEGERI 

\ 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 
Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4020); 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 
Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung 
Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan 
Luar Negeri; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 /M 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 171/M Tahun 2005; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 

11. Peraturan Presiden Repubf ik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen; 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor :· 10/M-DAG/PER/4/2008 

., 
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Dalani Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut 

SNI . adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 
Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. 

2. Karet Alam Spesifikasi Teknis ( Technically Specified 
Rubber/TS/?) Indonesia atau Standard Indonesian 
Rubber yang selanjutnya disebut SIR adalah karet alam 
yang diperoleh dari· pengolahan getah/lateks dan bahan 
olah karet yang berasal dari pohon Hevea brasiliensis 
secara mekanis dengan atau tanpa bahan kimia, serta 
memenuhi persyaratan mutu SNI. 

3. Tanda Pengenal Produsen yang selanjutnya disebut TPP 
adalah identitas yang diberikan oleh Departemen 
Perdagangan kepada Produsen SIR. 

4. Produsen SIR adalah setiap orang perseorangan, badan 
usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan 
produksi SIR baik yang telah memiliki sertifikat produk 
penggunaan tanda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga 
Penilaian Kesesuaian maupun yang belum memiliki 
sertifikat produk penggunaan tanda SNI. 

Pasal 1 

PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBUK 
INDONESIA TENTANG KcfENTUAN KARE:f ALAM 
SPESIFIKASI TEKNIS INDONESIA (SIR) YANG 
DIPERDAGANGKAN KE LUAR NEGERI. 

MEMUTUSKAN : 

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum 
di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa · 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri · 
Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007; 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 

Menetapkan 
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Setiap Produsen SIR, wajib memiliki Tanda Pengenal 
Produsen {TPP). 

Pasal3 

( 1) SIR yang diperdagangkan ke luar negeri wajib 
memenuhi SNI 06-1903-2000 atau revisinya. 

(2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuktikan dengan adanya SPPT SNI atau 
Sertifikat Hasil Uji. 

Pasal2 

5. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disebut 
LPK adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang 
menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI 
atau Laboratorium Penguji yang menerbitkan Sertifikat 
Hasil Uji dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi 
Nasional dengan ruang lingkup Karet Alam Spesifikasi 
Teknis / SIR. . 

6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang 
selanjutnya disebut SPPT SNI adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang 
menyatakan bahwa pelaku usaha mampu menghasilkan 
barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI 
(melalui sertifikasi tipe 5). 

7. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut 
KAN adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden yang bertanggung 
jawab mengakreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian. 

8. Sertifikat Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh laboratorium penguji yang mencantumkan · hasil 
pengujian atas contoh barang yang telah diuji 
berdasarkan spesifikasi, metode uji dan memenuhi 
persyaratan SNI. 

9. Laboratorium Penguji SIR adalah laboratorium 
terakreditasi KAN yang melakukan kegiatan pengujian 
terhadap contoh SIR. 

10. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disebut 
PEB adalah dokumen pabean yang dig~nakan untuk 
pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat 
berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik. 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
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Untuk dapat memiliki TPP : 
a. Produsen SIR yang sudah memiliki SPPT SNI untuk 

SIR, wajib mengajukan permohonan TPP kepada 
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini 
Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang 
dengan melampirkan : 
1. Fotokopi Akte pendirian perusahaan dan atau 

perubahannya; 
2. Fotokopi Surat Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha 

Tetap; 
3. Surat/dokumen yang menunjukkan baliwa Produsen 

SIR mempunyai Laboratorium SIR yang dibuktikan 
dengan daftar peralatan dan jumfah personil 
laboratorium yang harus dimiliki sesuai dengan 
kapasitas produksi pabrik; sebagaimana tercantum 

· · dalam Lampiran I-a dan Lampiran I-b Peraturan ini; 
4. Surat keterangan sebagai anggota Gabungan 

Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO); dan 
5. Fotokopi SPPT SNI dari LPK yang terakreditasi KAN 

untuk lingkup SIR dan terdaftar di Departemen 
Perdagangan. 

b. Produsen SIR yang belum memiliki SPPT SNI untuk 
SIR, wajib mengajukan permohonan TPP kepada 
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini 
Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang 
dengan melampirkan : 
1. Fotokopi Akte pendirian perusahaan dan atau 

perubahannya; 
2. Fotokopi Surat Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha 

Tetap; 
3. Rekomendasi teknis dari LPK dalam hal ini 

Laboratorium penguji SIR yang sudah diakreditasi 
KAN dengan lingkup SIR dan terdaftar di 
Departemen Perdagangan serta mempunyai tenaga 
ahli/teknis di bidang SIR, meliputi : 

PasalS 

TPP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri Departemen Perdagangan dalam hal ini Direktur 
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang. 

Pasal4 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
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(1) Untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan 
oleh pemohon, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar · 
Negeri dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan 
Pengendalian Mutu Barang, melakukan pemeriksaan 
dokumen. 

(2) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini 
Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang 
menerbitkan TPP jika permohonan memenuhi 
persyaratan atau surat penolakan permohonan TPP 
paling lambat 5 (Hrna) hari kerja terhitung sejak 
dokumen diterima dengan lengkap. 

Pasal 6 

3a Surat/dokumen yang menunjukkan bahwa 
Produsen SIR mempunyai Laboratorium SIR 
yang dibuktikan dengan daftar peralatan dan 
jumlah personil laboratorium yang harus 
dimiliki sesuai dengan kapasitas produksi 
pabrik; sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I-a dan Lampiran I-b Peraturan ini; 

3b Hasil pengujian yang mernenuhl persyaratan 
SNI 06-1903-2000 atau revisinya terhadap 
sekurang-kurangnya 60 contoh SIR yang 
diambil dari 12 hari berturut-turut (sekurang- 
kurangnya 5 contoh SIR perhari); dan 

3c Rekomendasi teknis yang diterbitkan dan 
ditandatangani oleh penanggungjawab LPK 
dalam hal ini Laboratorium Penguji SIR. 

4. Surat keterangan sebagai anggota GAPKINDO; dan 
5. Surat pernyataan kesediaan Produsen SIR untuk 

memperoleh SPPT SNI untuk SIR dari LPK dengan 
lingkup SIR dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun 
sejak diterbitkan TPP. 

c. Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan ini. 

d. Contoh surat pernyataan kesediaan Produsen SIR 
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan 
ini. 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
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(2) Contoh Laporan realisasi penjualan dan produksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan 
ini. 

( 1) Produsen SIR yang telah memperoleh TPP wajib 
menyampaikan laporan realisasi penjualan dan 
produksi, sekali dalam 3 (tiga) bufan kepada Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hat ini 
Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang 
dengan tembusan kepada Direktur Eksekutif 
GAPKINDO. 

Pasal 9 

Masa berlaku kemilikan TPP adalah selama Produsen SIR 
masih melakukan kegiatan produksi. 

Pasal 8 

(1) TPP yang diterbitkan terdiri dari tiga huruf, dengan 
huruf pertama menunjukkan kode daerah Produsen 
yaitu : 
a. S untuk daerah Sumatera; 

b. D untuk daerah Jawa dan Bali; 

c. K untuk daerah Kalimantan; 

d. C untuk daerah Sulawesi; 

e. M untuk daerah Maluku dan Nusa Tenggara; dan 

f. P untuk daerah Papua. 

(2) Huruf kedua dan ketiga menunjukan identitas Produsen 
berdasarkan alphabet menurut urutan perusahaan 
penerima TPP. 

Pasal 7 

(3) Penerbitan TPP atau surat penolakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Produsen 
SIR dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan 
Kabupaten/Kota setempat yang membidangi 
perdagangan. 

( 4) Contoh TPP dan surat penolakan . permohonan TPP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) · adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-a dan 
Lampiran IV-b Peraturan ini. 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
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(1) Dalam hal terjadi perubahan kemilikan, nama 
perusahaan atau badan hukum, Produsen SIR yang 
baru dapat memperoleh TPP dengan identitas yang 
lama dengan mengajukan permohonan kepada Direktur 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur 
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan 
melampirkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Fotokopi akte perubahan perusahaan; 
b. Fotokopi Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha Tetap 

yang baru; 
c. Fotokopi SPPT SNI· yang berlaku; 
d. Fotokopi TPP yang lama; 
e. Surat keterangan sebagai anggota GAPKINDO; dan 
f. Rekomendasi teknis dari Laboratorium Penguji SIR 

dalam hal Produsen SIR yang baru belum 
mempunyai SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf b. 

(2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan ini. 

Pasal 11 

(1) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal 
ini Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu 
Barang melakukan evaluasi kegiatan produksi Produsen 
SIR setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan laporan 
realisasi penjualan dan produksi. 

(2) Jika ada pengaduan mengenai ketidakpastian kinerja 
Produsen SIR yang telah mendapat TPP, Direktorat 
Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini 
Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang 
bersama dengan Sekretariat Jenderal Departemen 
Perdagangan dalam hal ini Pusat Standardisasi dan 
GAPKINDO dapat melakukan verifikasi. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk masa 
berlaku kernllikan TPP. 

Pasal 10 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 

. v--· 



- 10 - 

(1) Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal 
ini Kepala Pusat Standardisasi menerbitkan Keputusan 
Pendaftaran atau surat penolakan permohonan 
pendaftaran LPK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak 
permohonan diterima dengan lengkap. 

Pasal 17 

(1) Pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran 
kepada Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan 
dalam hal ini Kepala Pusat Standardisasi dengan 
menqlsl formulir permohonan pendaftaran. 

(2) Formulir permohonan pendaftaran dilampiri dengan : 
a. Fotokopi sertifikat akreditasi KAN dengan ruang 

lingkup SIR; dan 
b. Surat Pernyataan memiliki Tenaga Ahli/teknis yang 

mempunyai kompetensi . di bidang SIR untuk 
laboratorium penguji. 

(3) Contoh formulir permohonan pendaftaran LPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan 
ini. 

Pasal 16 

Untuk dapat melakukan penilaian kesesuaian kepada 
Produsen SIR, LPK harus diakreditasi oleh KAN dengan ruang 
lingkup SIR dan terdaftar pada Sekretariat Jenderal 
Departemen Perdagangan dalam hal ini Pusat Standardisasi. 

Pasal 15 

(3) Contoh surat pembatalan TPP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI Peraturan ini. 

(2) Pembatalan TPP dilakukan oleh Direktur Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur 
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan 
tembusan kepada Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota 
setempat yang membidangi perdagangan, dan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai. 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
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(1) TPP yang sudah diberikan dapat dibatalkan apabil_a 
Produsen SIR: 
a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2; 
b. tidak melakukan kegiatan produksi selarna 2 (dua) 

tahun berturut-turut; 
c. menggunakan TPP untuk produk SIR yang bukan · 

dihasilkan Produsen yang bersangkutan; 
d. Mengalihgunakan TPP kepada perusahaan lain yang 

menyewa fasilitas pengolahan/produksinya; 
e. tidak memperoleh SPPT SN! selama 2 (dua) tahun 

terhitung sejak TPP diterbitkan khususnya bagi 
Produsen SIR yang belum memiliki SPPT SN!; 

f. tidak menyampaikan laporan realisasi penjualan dan 
produksi selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau 

g. tidak lagi menjadi anggota GAPKINDO. 

Pasal 14 

(1) Produsen SIR yang telah memiliki TPP tetapi SPPT 
SNI-nya dibatalkan oleh LPK atau yang habis masa 
berlakunya, harus memperoleh kembali SPPT SNI 
dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 
tanggal pembatalan atau tanggal habis masa 
berlakunya. 

(2) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Produsen SIR belum mendapatkan SPPT SNI, 
maka TPP-nya dibatalkan. 

(3) Conteh surat pembatalan TPP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI Peraturan ini. 

Pasal 13 

(1) TPP dan Lambang SIR hanya dapat dicantumkan pada 
produk yang dihasilkan oleh Produsen SIR yang telah 
memiliki TPP dan memenuhi persyaratan SNI 06-1903- 
2000 atau revisinya. 

(2) Ketentuan mengenai huruf dan . penandaan TPP, 
Lambang SIR dan Kemasan SIR mengikuti ketentuan 
SNI 06-1903-2000 a tau revisinya. 

Pasal 12 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
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(1) Keputusan Pendaftaran LPK dapat dibatalkan apabila : 
a. Status akredltasl LPK dicabut atau tidak 

diperpanjang; 

Pasal 21 

Jika ada pengaduan mengenai kinerja LPK yang telah 
mendapat Keputusan Pendaftaran, Sekretariat Jenderal 
Departemen Perdagangan dalarn hal ini Pusat Standardisasi 
bersama dengan KAN dapat melakukan verifikasi. 

Pasal20 

LPK yang terdaftar wajib menyampaikan laporan sekali dalam 
3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Jenderal Departemen 
Perdagangan dalam hal ini Kepala Pusat Standardisasi 
dengan melampirkan : 
a. Fotokopi Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan, 

penundaan, perpanjangan atau pencabutan status 
sertifikasi; dan 

b. Fotokopi hasil pengawasan berkala dan sewaktu-waktu 
terhadap Produsen SIR yang telah memperoleh SPPT 
SNI. 

Pasal 19 

(1) Untuk memperpanjang masa berlaku Keputusan 
Pendaftaran LPK, LPK yang bersangkutan harus 
mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal 
Departemen Perdagangan dalam hal ini Kepala Pusat 
Standardisasi dengan mengisi formulir permohonan 
pendaftaran ulang dan melampirkan dokumen 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (2). 

(2) Conteh formulir permohonan pendaftaran ulang LPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebaqalmana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan 

. irii. 

Pasal 18 

(2) Masa berlaku Keputusan Pendaftaran LPK adalah 3 
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 

(3). Conteh Keputusan Pendaftaran LPK dan surat Penolakan 
Pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII-a 
dan Lampiran VIII-b Peraturan ini. 

Peraturan Menteri Perdagangan R.J., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
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b. Produsen SIR yang belum memiliki SPPT SNI harus 
melampirkan Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium 
Penguji SIR yang memenuhi persyaratan SNI 06-1903- 
2000 atau revisinya, untuk setiap partai barang yang di 
ekspor; 

Untuk dapat memperdagangkan SIR ke luar negeri, Produsen 
SIR harus memiliki TPP dan memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Produsen SIR yang telah memiliki SPPT SNI harus 

mencantumkan nomor SPPT SNI dalam dokumen PEB 
untuk setiap partai barang yang di ekspor; 

Pasal 24 

SIR yang diperdagangkan ke luar negeri, harus berasal dari 
Produsen SIR yang memiliki TPP. 

Pasal 23 

- 
Pengawasan terhadap SIR yang diperdagangkan ke Juar 
negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar 
Negeri dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan Pegendalian 
Mutu Baranq. 

Pasal 22 

(3) Conteh surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X Peraturan ini. 

(2) SPPT SNI yang dikeluarkan oleh LPK berlaku sampai 
dengan habis masa berlakunya dalam hal LPK penerbit 
SPPT SNI dimaksud dibatalkan pendaftarannya dan 
pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Sekretariat 
Jenderal Departemen Perdagangan dalam hal ini Pusat 
Standardisasi. 

b. Hasil verifikasi terhadap LPK sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 tidak memenuhi syarat; atau 

c. LPK tidak menyampaikan laporan beserta 
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
selama 1 (satu) tahun berturut-turut kepada 
Sekretariat Jenderal Departemen Perdagangan 
dalam hal ini Pusat Standardisasi. 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 

--------· - 



- 13 - 

(1) Produsen SIR yang sudah memiliki TPP sebelum 
berlakunya Peraturan ini, wajib mengajukan 
permohonan ulang kepada Direktur Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur 
Pengawasan dan Penpendalian Mutu Barang untuk 
mendapatkan TPP dengan identitas sesuai TPP yang 
dimilikinya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak diberlakukannya Peraturan Ini, dengan 
melampirkan : 
a. Fotokopi TPP lama a tau Surat keterangan dari 

GAPKINDO apabila TPP yang dimiliki hilang, 
b. Fotokopi Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha Tetap; 
c. Daftar Peralatan Laboratorium dan Personel 

Laboratorium yang memadai sesuai kapasitas 
produksi pabrik, jumlah dan jenis peralatan minimal 
sesuai kapasitas produksi sebagaimana tercantum 
dalam lampiran I Peraturan ini; dan 

Pasal 26 

{1) Pembinaan terhadap Produsen SIR yang telah memiliki 
TPP dan LPK terdaftar dilakukan oleh Direktorat 
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Pusat 
Standardisasi Departemen Perdagangan dan 
Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi 

. perdagangan. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa bimbingan teknis, penyuluhan, pelatihan dan 
konsultasi. 

Pasal 25 

c. Produsen SIR yang SPPT SNI-nya dibatalkan dan 
sedang dalam masa proses sertifikasi ulang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan 
akan melakukan ekspor, sebelum mendapat SPPT SNI 
yang baru harus melampirkan Sertifikat Hasll Uji dari 
Laboratorium Penguji SIR dan memenuhi persyaratan 
SNI 06-1903-2000 atau revisinya, untuk setiap partai 
barang yang di ekspor; 

d. Produsen SIR yang SPPT SNI-nya ha bis masa 
berlakunya dan sedang dalam masa proses sertifikasi 
ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
dan akan melakukan ekspor, sebelum mendapat SPPT 
SNI yang baru dapat menggunakan SPPT SNI yang 
lama dengan melampirkan surat keterangan dari LPK. 

. Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 

/ . 

_________ _no-K 
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Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka : 
a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 143/Kp/VI/69 

tentanq Standard Indonesian Rubber /SIR; 
b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 339/Kp/XI/1969 

tentang Lambang Standard Indonesian Rubber /SIR; 
c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 

389/KP/XII/1969 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Keputusan Menteri Perdagangan Mengenai SIR; 

d. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 45/KP/III/71 
tentang Tambahan dan Perubahan Keputusan Menteri 
Perdagangan Mengenai SIR (Surat Keputusan Menteri 
Perdagangan Nomor 143/KP/VI/69 dan Nomor 
389/KP/XIl/69); 

e. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 365/KP/XI/71 
tentang Pencabutan SIR 35 Sebagai Salah Satu Jenis 
Mutu dari SIR; 

f. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 139A/KP/IV/72 
tentang Pemakaian Pita Polythene Dengan Lambang SIR 
Pada Bandela-Bandela SIR; 

g. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 
450/Kp/XI/80 tentang Berat Bandela, Jumlah Bandela 
Dalam Peti Pallet, Berat Pembungkus Bandela dan 
Pengemasan SIR dengan Shrink Wrapped; 

Pasal 28 

Produsen SIR yang sudah memiliki TPP sebelum berlakunya 
Peraturan iru dan tidak mengajukan permohonan 
pendaftaran ulang paling lambat 1 (satu) tahun 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (1), TPP yang 
dimilikinya dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 27 

d. Fotokopi SPPT SNI dari LPK bagi Produsen SIR yang 
telah memperoleh SPPT SNI, atau rekomendasi 
teknis dari LPK (Laboratorium Penguji SIR) disertai 
pemyataan kesediaan Produsen SIR untuk 
memperoleh SPPT SNI paling lambat dalam 2 (dua) 
tahun sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
butir 5 bagi Produsen SIR yang belum memiliki SPPT 
SNI. 

(2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan ini. 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-OAG/PER/4/2008 

.. 
______ DOK 
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MARI ELKA PANGESTU Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

DepartemenPerdagangan 
Kep I Biro Hukum, 

ttd 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 8 April 2008 

MENTER! PERDAGANGAN R.I., 

Peraturan ini mulai ·berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Serita Negara Republik Indonesia. 

Pasal 29 

h. Ralat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 
450/Kp/XI/80 Pada Diktum Ke Empat tentang 
Penandaan; 

l, Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri 
Pertanian Nomor 38A/Kpb/I/1981. dan Nomor 
81/Kpts/Um/1/1981 tentang Pencabutan Keputusan 
Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian 
Nomor 206/Kpb/X/73 dan Nomor 518/Kpts/Um/10/1973 
tentang Penyempumaan Pelaksanaan Mutu SIR; 

j. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi · Nemer 
39/Kp/I/81 tentang Pengawasan Mutu SIR; 

k. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 321/Kp/VIII/83 
tentang Perubahan Skema SIR; 

I. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 184/Kp/VI/88 
tentang Standard Indonesian Rubber /SIR; 

m. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nornor -164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu 
Secara Wajib untuk Prociuk Ekspor Tertentu; pada 
klausula yang berkaitan dengan ?IR; 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Peraturan Menteri Perdagangan R.I., 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 

····-··----~- 
•· -~- -~ ·-· ·-. . . . . ...... --~·· ·- .... _- ... 



MARI ELKA PANGESTU Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 

Departem Perdagangan 
Kepal ro H ukum, 

ttd 

MENTER! PERDAGANGAN R.I.,. 

Conteh Formulir Pendaftaran Ulang Lembaga Penilaian 
Kesesuaian (LPK). 

Conteh Surat Pembatalan · Pendaftaran Lembaga Penilaian 
Kesesuaian (LPK). 

Penilaian Conteh Keputusan Pendaftaran Lembaga 
Kesesuaian (LPK). 
Conteh Surat Penolakan Permohonan Pendaftaran Lembaga 
Penilaian Kesesuaian (LPK). 

Daftar Peralatan yang harus Dimiliki Laboratorium SIR Sesuai 
dengan Kapasitas Produksi Pabrik. 
Daftar Personel yang harus Dimiliki Laboratorium Sesuai 
dengan Kapasitas Produksi Pabrik. 
Contoh Surat Permohonan Pendaftaran/Pendaftaran Ulang 
Tanda Pengenal Produsen SIR. 
Contoh Surat Pernyataan Kesediaan Produsen SIR untuk 
memperoleh SPPT SNI SIR dari Lembaga Penilaian 
Kesesuaian (LPK). 
Contoh Surat Tanda Pengenal Produsen (TPP). 
Contoh Surat Penolakan Permohonan Tanda Pengenal 
Produsen (TPP). 

Contoh Laporan Realisasi Penjualan dan Produksi. 
Conteh Surat Pembatalan Tanda Pengenal Produsen (TPP). 
Conteh. Formulir Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian 
(L~K). 

DAFTAR LAMPIRAN 

4. Lampi ran IV-a 
5. Lampi ran IV-b 

6. Lampi ran v 
7.· Lampi ran VI 
8. Lampiran VII 

9. Lampi ran VIII-a 

10. Lampiran VIII-b 

11. Lampi ran IX 

12. Lampiran x 

3. Lampiran III 

2. Lampiran II 

2. Lampiran I-b 

1. Lampiran I-a 

LAMPIRAN PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN R.I. 
NOMOR 10/M-DAG/PER/4/2008 
TANGGAL : 8 April 2008 

----~""*" .. --··· ------ .. - .. ---- .. ~~---·---- ---·-~--""------··---..-- .. .----------·-·-·- .. ··-· ' - -·--- .. -- ··--·-.:-----,- ~- .. ·--- -- ...... ._ 



Keterangan : 
• Untuk Produsen SIR yang menghasilkan karet CV (SIR 3 CV; SIR 10 CV & SIR 20 0/), 

minimal memiliki 1 (satu) unit alat Mooney Viscosimeter 
• Untuk Produsen SIR yang menghasilkan karet SIR 3 L, minimal memiliki 1 (satu) unit alat 

pengukur warna (lovibond) 

No. Jenis Peralatan Kapasitas Produksi.(Ton) Per Hari 
10-20 21-40 41-70 71-110 111-160 >160 

1. Laboratory Mill 1 1 1 2 2 3 
2. Top Loading Ballance 1 1 1 2 2 3 
3. Analytical Ballance 1 2 3 4 5 6 
4. Dirt Oven 1 1 2 2 3 3 
5. VM Oven 1 1 2 2 3 3 
6. PRI Oven 1 1 2 2 3 4 
7. Muffle Furnace 1 1 2 2 3 4 
8. IR Heating Unit (24 Lampu) 1 2 2 3 3 4 
9. Saringan 325 Mesh (Min) 50 100 175 340 530 530 
10. Labu Erlenmeyer (Min) 50 100 200 340 530 530 
11. Crucible 50-60 ml (Min) 65 130 250 450 700 700 
12. Electric Bunsen 1 2 3 4 5. 6 
13. Flash Tongs 2 2 2 3 3 4 
14. Crucible Tongs 2 2 3 3 4 5 
15. Automatic Surette 1 1 1 2 2 2 
16. Dessicator 25-30 cm 3 4 5 6 7 8 
17. Plastimeter 1 2 3 3 4 4 
18. Thickness Gauge 1 1 2 2 3 3 
19. Gunting 10" 2 2 3 3 4 4 
20. Inerval Timer 1 1 2 2 3 3 
21. Heating Cabinet 1 1 2 2 3 3 
22. Stop Watch 1 1 1 1 1 1 
23. Beban Kalibrasi 1 1 1 1 1 1 
24. Water Distillation App. 1 1 1 1 1 1 
25 .. Slide Projector 1 1 1 1 1 1 
26. Ultrasonic aeaner 1 1 2 2 3 3 

DAFTAR PERALATAN YANG HARUS DIMILIKI LABORATORIUM SIR 
SESUAI DENGAN KAPASITAS PRODUKSI PABRIK 

Lamplran I-a Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 

~- . --· --- ------- ---·- 
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*) Dapat dibantu oleh Wakil Kepala Laboratorium. 
**) Dapat dirangkap oleh Kepala atau Wakil Kepala Laboratorium yang telah lulus kursus 

Kalibrasi 
***) Dapat dirangkap oleh Kepala atau Wakil Kepala Laboratorium 

KETERANGAN : 

lUMLAH PERSONIL 
NO JABATAN/TUGAS KUAUFIKASI 

10-20 21-40 41-70 71-110 111-160 >160 

1. Kepala Laboratorium 1 1 1 1 1 . 1 Minimal SLTA 
IPA/Teknls dan Lulus 
Kursus Pengawasan 
Mutu SIR 

2. Wakil Kepala 1 1 1 1 1 1 Minimal SLTA 
Laboratorium IPA/Teknis dan Lulus 

Kursus Pengawasan 
Mutu SIR 

3. Petugas Penetapan 1* 2* 3* 4* 4* 4* SL TA atau SL TP yang 
Kadar Kotoran telah berpengalaman 

minimal 1 (satu) 
tahun 

4. Petugas Penetapan 1 1 2 2-3 3 3 SLTA atau SLTP yang 
Kadar Abu telah berpengalaman 

minimal 1 (satu) 
. tahun 

s. Petugas Penetapan 1 1 1 2 2 2 SLTA atau SL TP yang 
KadarV.M telah berpengalaman 

minimal 1 (satu) 
tahun 

6. Petugas Penetapan 1 1-2 2-3 3-4 4 4 SLTA atau SLTP yang 
PRI telah berpengalaman 

minimal 1 (satu) 
tahun 

7. Tenaga Teknis ** 1 1 1 1 1 SLTA IPA dan telah 
lulus Kaliberasi 

8. Tenaga Adiminstrasi *** 1 2 2 3 3 SLTP/SMEP 
dan Penerimaan 
Contoh 

9. Tenaga Pelaksana 1 2 2 2 3 3 SLTP 
Perslapan Contoh 

10. Pembantu Umum - - - 1 1 2 SLTP 

DAFTAR PERSONEL YANG HARUS DIMIUKI LABORATORIUM SESUAI DENGAN 
KAPASITAS PRODUKSI PABRIK 

Lamplran t-b Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 

_____ rv,"K 



(Nama Jelas) CATATAN: 
*) Pilih salah satu 
**) Khusus untuk perubahan kepemilikan, nama perusahaan, badan hukum atau 

permohonan ulang 
***) Bagi Perusahaan yang belum memiliki SPPT SNI 

Direktur/Penanggung Jawab 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Sebagai pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen : 
(1) Foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; 
(2) Foto Kopi Surat Ijin Usaha Industri atau Ijin Usaha tetap; 
(3) Daftar Peralatan dan Personil Laboratorium Pabrik; 
( 4) Surat Rekomendasi dari GAPKINDO dan/atau keterangan sebagai Anggota GAPKINDO 
(5) Foto Kopi SPPT SNI dari LPK yang Terdaftar di Departemen Perdagangan atau Rekomendasi Teknls 

dari Laboratorium Penguji yang Terdaftar di Departemen Perdagangan*); · 
(6) Surat Pemyataan Kesediaan memperoleh SPPT SNI dalam waktu maksimal 2 Tahun***) 

Nama Perusahaan 
Alamat Perusahaan 
No. Telp. 
No. Fax. 
Email 
Alamat Pabrik 
No. Telp. 
No. Fax. 
Email 
Direktur I Penanggung Jawab 
TPP** 

Berkenaan dengan Pera tu ran Menteri Perdagangan Nomor •.. tang gal •.• ten tang Ketentuan Karet · 
Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri, bersama ini kami 
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Tanda Pengenal Produsen (TPP) untuk : 

Jakarta 

Kepada Yth. 
Dirjen Perdagangan Luar Negeri 
c.q. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang 
Departemen Perdagangan 
di- 

: 1 (satu) berkas 
: Permohonan TPP/Perubahan Kepemllikan TPP* 

Kota, tgl-bln-thn Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

KOPSURATPERUSAHAAN 

Lampfran II Peraturan Menterf Perclagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal -: 8 April 2008 

, .. 



(Nama Jelas) 

Materai 
Rp. 
6000 

Direktur/Penanggung Jawab 

Kota, tgl-bln-thn 

Demikian, Surat Pernyataan ini dibuat dan untuk menjadi perhatian. 

bersama ini kami menyatakan · dengan sesungguhnya bersedia/sanggup memperoleh 
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dari Lembaga Penilaian Kesesuaian 
dengan ruang lingkup SIR yang terdaftar di Departemen Perdagangan paling lama 2 (dua) 
tahun sejak diterbitkan Tanda Pengenal Produsen {TPP). Apabila dalam jangka waktu 
tersebut kami tidak memperoleh SPPT SNI, maka Departemen Perdagangan dapat 
mencabut TPP yang kami miliki. 

Alamat pabrik 

No. Telp. 

No. Fax. 
Email 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 

Jabatan 

Nama Perusahaan 

Alamat Perusahaan 

No. Telp. 

No. Fax. 
Email 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PRODUSEN SIR 
UNTUK MEMPEROLEH SPPT SNI 

KOPSURATPERUSAHAAN 

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M·DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 

• 



Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, 
2. Kepala Dinas Propinsi yang Membidangi Perdagangan di , 
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan di •.•............. , 
4. Direktur Eksekutif GAPKINDO. 

NIP. 

Direktur 
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, 

pada tanggal : . 
Dikeluarkan di Jakarta 

Dengan kewajiban mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan 
tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

. 
I I•• e • ••••••I It t • t I I•• e I I I I I I I• I I• I II I I I I I I• II II•• I eel le•• e •II I I el I I I•• Direktur Penanggung Jawab 

No. Telp./Fax . 

. 
I I I It I It It t I I It I I I I I I I It I I I It I I I It I I I I I I II I I I I I It I 11 I I I I II I I I I I I I I I I I I Alamat Pabrik 

- 
No. Telp./Fax - 

. 
I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I It I I I I I I I I I It I I I I I I I I II It I I It I I I I II I I I I I I It I I It 

. 
• e •t t I I It I ti I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I It I I I I I It I I I I I I I I I I II I I I I I I I I Nama Perusahaan 

Alamat perusahaan 

kepada: 
........... . . 

TANDA PENGENAL PRODUSEN 
Nomor: 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tanggal •• . tentang 
Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri 
dan berdasarkan surat permohonan Tanda Pengenal Produsen Nomor •.•••. Tanggal ••.•. uo ..... serta 
hasil pemeriksaan dokumen, dengan ini diberikan Tanda Pengenal Produsen : 

KOPSURAT 

Lampiran IV-a Peraturan Menter! Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 

... 
·----·-· - ··- . ···-----· .. _,-------·-~------------·--__.:.....-· -- ~--·-----·-· _ _......,_..,_.__ ..... ~,- ... 
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Tembusan: 
- Dirjen Perdagangan Luar Negeri. 

NIP. 

Direktur 
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, 

Apabila Saudara masih berminat untuk memperoleh TPP, Saudara dapat 
mengajukan permohonan yang baru dengan memperhatikan alasan penolakan tersebut. 

-·-----------·------·-·---·-·------·--· 
-·-·-·-------------- 

_____ .. .. ··--···---··---·············-·-·---···----· . ----·----·--··-·······-·-·-···-·---·----··---· 

Dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan 
sebagai berikut : 

TanggalPermohonan 

Nama Perusahaan 
Ala mat 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Saudara : 

Kepada Yth. 
Direktur / Penanggung jawab 
perusahaan · 

Penolakan Permohonan Tanda 
Pengenal Produsen (TPP) 

Jakarta, Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

KOPSURAT 

Lamplran IV-b Peraturan Menterl Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 

. ······---~·-·-- .. ~e:--·-··ss~.~- .. -·~-~;:-~·.::--=_:::;;·:..-~.=:.;.,, -.=·'-·::.=-c~,:::·-"°~~-:.-. - •. ,~::=::-::-:.·..:_·.~ -··- · ... ..c· . -·· •. - -- .· .. _ .:.--::-:.-:~ :::.:. :_ ...... - :.··· --_-.:___-: _ 
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Tembusan: 
- Direktur Eksekutif GAPKINDO. 

(Nama Jefas) 

Direktur/Penanggung Jawab 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

*) coret yang tidak perlu 

Penjualan - 
Jumlah No. Jenis Mutu SIR Produksi (ton) Dalam Negeri Keterangan 

Ekspor (ton) (ton) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
dst 

Triwulan I I II I III I IV *) 
Kade TPP 
Periode Laporan 

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .... tanggal ... tentang 
Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri, 
bersama ini kami sampaikan laporan 3 (tiga) buf anan sebagai berikut : 
Nama Pabrik 
Ala mat 

Jakarta 

Kepada Yth. 
Dirjen Perdagangan Luar Negeri 
c.q. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang 
Departemen Perdagangan 
di- 

: Laporan Realisasi Penjualan dan Produksi 
: - 

Kota, tgl-bln-thn Nomor 
Lampiran 
Peri ha I 

KOP SURAT PERUSAHAAN 

Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 

. -----;--_-·.-.-;--:~-_ - ~_;..;,:i.i:..·.; _- .. '. ·, - , . - .. J ·--· - • 
, .. · ~-.:.:.··· . -- ' .. ~:.- 



Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, 
2. Kepala Dinas Propinsi yang Membidangi Perdagangan di ...........•... , 
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Perdagangan di , 
4. Direktur Eksekutif GAPKINDO. 

NIP. 

Direktur 
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, 

Demikian disampaikan, atas. perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

nama.. .. .. . . .. • .• . . • . . . . . . terhitung sejak tanggal ..........•.......•.... 

Berdasarkan Pasal ayat. Peraturan Menteri Perdagangan No Tanggal . 
Tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke 
Luar Negeri, dan memperhatikan hasil evaluasi atau verifikasi, dengan ini kami 

memutuskan untuk membatalkan status kemilikan TPP Kode............ atas 

Yth. . . 
Sdr Direktur/Penanggungjawab 
PabrikSIR 
Alam at 

tgl-bln-thn Nomor 
Lampi ran 
Perihal : Pembatalan Tanda Pengenal Produsen 

KOPSURAT 

Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 



Dilampiri dengan : 
a) Fotokopi dokumen legalitas hukum Lembaga Penilaian Kesesuaian; 
b) Daftar laboratorium penguji Karet Alam SIR yang mendukung (untuk LSPro) 
c) Fotokopi Sertifikat Akreditasl, termasuk ruang lingkup akreditasi; 
d) Contoh sertifikat produk/sertifikat hasil uji. 

Pusat Standardisasi 
JI. Raya Boger Km. 26, Ciracas Gedung PPMB - Industri Lt. 5 Jakarta 13740 

Telp. (021) 8707284, 87707383 Fax. (021) 8707284 

~coret yang tidak perlu 

Formulir lni harap disampaikan kepada : 

Tanda tangan Permohonan & Nama dan Jabatan Cap Perusahaan 
Tanaaal 

emohon sepakat untuk : 
) Memenuhl seluruh kondisi dan persyaratan yang sesual untuk melaksanakan sertlfikasi produk atau serifikasi 

hasll uji SIR. 
i) Menyatakan bahwa Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan tidak bertanggungjawab terhadap seluruh 

liabilitas, kerusakan, klaim, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan sebagai hasil dart tindakan yang diambll 
oleh Pusat Standardisasi De artemen Perda an an berkenaan den an ndaftaran. 

ERJANJIAN 

STANDAR & SPESIFIKASI YANG DIMOHONKAN PENDAFTARAN: 

No.SN! Parameter /Spesifikasi 
Ciltatan : apabila kolom tidak cukup dapat ditambahkan 
dalam lembaran lain 

NAMA & ALAMAT LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN : 

NO. TELEPON ALAMAT E-MAIL: NO. FAX: 

NAMA & JABATAN KONTAK PERSON NAMA & ALAMAT PEMOHON 

Permohonan Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) I 
Laboratorium Penguji SIR) 

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN 
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK) 

Lamplran VII Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 



1 dari 2 

* coret yang tidak perlu 

NIP. 
I I I,,,', e t I I I I I e 

a.n. Sekretaris Jenderal 
Kepala Pusat Standardisasi 

Jakarta, . 

Keputusan Pendaftaran ini berlaku sampai dengan . 
dan dapat diperpanjang/dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Telah memenuhi persyaratan pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian yar)g 
ditetapkan sesuai Pera tu ran Menteri Perdagangan No. .. ten tang Ketentuan 
Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri. 

Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan menyatakan bahwa Lembaga 
Penilaian Kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Prociuk/Lab Penguji *) tersebut diatas, sudah 
terdaftar dengan ruang lingkup SIR/SN! 06-1903-2000 atau revisinya, serta wajib 
memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tertuang pada Lampiran Keputusan Pendaftaran 
ini. 

Pananggung Jawab 

Jabatan 

Ala mat 

nama Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro/Lab Penguji *) 

alamat Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro/Lab Penguji *) 

Nama 

Diberikan kepada 

Nomor Pendaftaran 

KEPUTUSAN PENDAFTARAN LPK 
(LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/LABORATORIUM PEN~UJI) 

Lampiran VIII-a Peraturan Menterl Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 



2 dari 2 

Nama : 
Jabatan: 

Kami bersedia mentaati ketentuan dan 
kewajiban tersebut dia~as 

Tanda tangan : 

4. Pembatalan Pendaftaran 
(a) Pusat Standardisasi rnembatalkan pendaftaran apabila: 

(i) Akreditasi dibatalkan; 
(ii) Terbukti tidak memenuhi kriteria atau persyaratan dari prosedur ini atau dengan 

persyaratan yang diberikan kewenangannya; atau 
(iii) Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan memutuskan bahwa terdapat alasan 

yang kuat untuk mencabut pendaftaran. 
(b) Lembaga Penilaian Kesesusian yang pendaftarannya telah dibatalkan dikeluarkan dari 

Daftar Lembaga Penilaian Kesesuaian pada Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan, 
dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan sertifikasi Karet Alam Spesifikasi 
Teknis Indonesia (SIR). 

3. Pengawasan Setelah Pendaftaran 
Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan akan melakukan pengawasan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian untuk memastikan standar praktek dipelihara atau untuk menindak-lanjuti 
pengaduan yang ditujukan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian berkenaan dengan 
permasalahan yang berkaitan dengan pendaftarannya. 

1. Lembaga Penilaian Kesesuaian : 
a. Menjamin pemeliharaan status akreditasinya. 
b. Menjamin bahwa sarana sertifikasi produk/hasil uji sesuai denqan prosedur, peraturan 

perundangan dan kebijakan yang berlaku. 
c. Melaporkan kepada Pusat Standardisasi setiap perubahan terhadap : 

• status legal, komersil, organisasi atau akreditasinya; 
• person ii kunci; 
• alamat; 
• hal-hal yang mempengaruhi pemeliharaan kesesuaian dengan kriteria atau persyaratan 

yang ditetapkan oleh Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan. 

2. Pendaftaran sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan harus 
mengajukan permohonan pendaftaran ulang 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya. 

Ketentuan dan Kewajiban Lembaga Penilaian Kesesuaian 

Nomor : . 
Lampiran Keputusan Pendaftaran LPK 

0 

·~:i~- 
'• 



Tembusan: 
- Sekjen Depdaq (sebagai laporan). 

NIP. 
I II I I It I I I It I I I I I I I I I I I I••• 

a.n. Sekretaris Jenderal 
Kepala Pusat Standardisasi 

Apabila Saudara masih berminat untuk memperoleh Keputusan Pendaftaran, 
Saudara dapat mengajukan permohonan yang baru dengan memperhatikan alasan 
penolakan tersebut. 

-··-·---·-·------·-·-···-------····-····-·· .. ······-··---··---··-·---·----···--,--, --··--·-·--·--·--·- .. --··---·---··- 

----··---·--------- ----·----·--·-·--··----·--··-·----·--- 

Dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan 
sebagai berikut : 

Tanggal Permohonan 
Kontak Person 

Nama LPK 
Ala mat 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Saudara : 

Kepada Yth. 
Sdr. Penanggung jawab LPK 
Ala mat 

Penolakan Permohonan 
Pendaftaran LPK 

Jakarta, Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

KOPSURAT 

Lampiran VIIl-b Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 



a) Fotokopl dokumen legalitas hukum lembaga Penilaian Kesesuaian; 
b} Oaftar laboratorium penguji Karet Alam SIR yang mendukung (untuk LSPro} 
c} Fotokopl Sertifikat Akreditasl, termasuk ruang lingkup akreditasi; 
d} Contoh sertifikat produk/sertifikat hasil uji. 

Oilampiri dengan : 

Pusat Standardisasi 
JI. Raya Bogar Km. 26, Ciracas Gedung PPMB - Industri Lt. 5 Jakarta 13740 

Telp. (021) 8707284, 87707383 Fax. (021) 8707284 

•coret yang tidak perlu · 
Formullr lni harap disampaikan kepada : 

Tanda tangan Permohonan & Nama dan Jabatan Cap Perusahaan 
Tanaaal 

ERJANJIAN 
emohon sepakat untuk : 
I) Memenuhi seluruh kondisi dan persyaratan yang sesuai untuk melaksanakan sertifikasi produk atau serifikasi 

hasll uji SIR. 
ii) Menyatakan bahwa Pusat Standardisasi Oepartemen Perdagangan tidak bertanggungjawab terhadap seluruh 

liabilitas, kerusakan, klaim, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan sebagai hasil dari tindakan yang dlambll 
oleh Pusat Standardisasi De artemen Perda an an berkenaan den an ndaftaran. 

STANDAR & SPESIFIKASI YANG DIMOHONKAN PENDAFrARAN: 

No. SNI Parameter /Spesifikasi - Qtatan : apabila kolom tidak cukup dapat ditambahkan 
dalam /embaran lain 

Nomor Pendaftaran: 

NAMA & ALAMAT LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN : 

NO. TELEPON 

NAMA & JABATAN KONTAK PERSON NAMA & ALAMAT PEMOHON 

ALAMAT E-MAIL: NO. FAX: 

Permohonan Pendaftaran Ulang Lembaga Penilaian Kesesuaian {Lembaga Sertifikas'i Produk (LSPro) 
I Laboratorium Penguji SIR} 

FORMUUR PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG 
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK) 

Lamplran IX Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 

0 



Tembusan: 
- Direktur PPMB, Ditjen Daglu. 

NIP. 
''''' ''''''' ,,,,,,,,,, ... 

a.n -. Sekretaris Jenderal 
Kepala Pusat Standardisasi 

Jakarta, . 

Memperhatikan pertlmbangan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) tentang unjuk 
kerja LSPro/Laboratorium penguji Saudara, kami memutuskan untuk membatalkan 
Keputusan Pendaftaran LPK. 

Nomor 
Nama 
Ala mat 
Penanggung jawab 
Jabatan 

sebagai Lembaga Sertifikasi Produk/laboratorium penguji untuk melakukan penilaian 
kesesuaian sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor •.•............ tanggal.. ................••• 
tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Di_perdagangkan ke 
Luar Negeri. Pembatalan ini berlaku sejak tanggal surat pembatalan ini. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Yth. 
Sdr Penanggung jawab 
Jabatan 
Nama LSPro/Laboratorium Penguji 
Ala mat 

: Pembatalan Keputusan Pendaftaran 
LPK 

tgl-bln-thn Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

KOPSURAT 

Lampiran X Peraturan Menteri Perdagangan R.I. 
Nomor : 10/M-DAG/PER/4/2008 
Tanggal : 8 April 2008 


